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A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, pukul 12.00 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU HAP) 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 61/PUU-

XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022, 

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU HAP diajukan oleh Octolin H. Hutagalung, S.H., 
M.H. dkk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rika Irianti, S.H.,, dkk, Advokat 
yang tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum PERADI Jakarta Selatan, untuk 
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU HAP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 54 UU HAP yang 

berketentuan sebagai berikut: 

Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan 
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam 
waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur 
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dalam Undang-Undang ini. 
 

D. BATU UJI 

Bahwa ketentuan Pasal UU a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan 

Pasal 28D ayat (1), UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 

melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian Pasal a quo UU HAP dalam permohonan a quo, 

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pasal 

54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan 

ketidakpastian hukum karena hak pembelaan hukum hanya ditafsirkan dan 

ditujukan secara limitatif bagi Tersangka dan Terdakwa saja dan tidak 

mengakomodir Saksi dan Terperiksa. Terhadap dalil para Pemohon a quo, 

Mahkamah mempertimbangkan selengkapnya, sebagai berikut: 

[3.16.1] Bahwa norma Pasal 54 KUHAP yang dimohonkan pengujian oleh para 

Pemohon menyatakan, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa 

berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara 

yang ditentukan dalam undang-undang ini” adalah norma yang mengatur 

mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari 

penasihat hukum (advokat) dalam rangka kepentingan pembelaan pada semua 

tingkat pemeriksaan. Pemberian hak tersebut merupakan salah satu perwujudan 

dari prinsip due process of law yang memberikan pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum. Tersangka atau terdakwa, pada dasarnya ditempatkan dalam 

posisi yang belum tentu bersalah (presumption of innocence) namun terhadap 

tersangka atau terdakwa telah dapat dilakukan tindakan upaya hukum yang 

bersifat memaksa dan berpotensi pada perampasan kemerdekaan terhadap 

orang ataupun barang. Oleh karena itu, bantuan hukum dalam kaitan dengan 

pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk 

perlindungan hukum oleh negara terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. 

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang 

mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan 

pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum pada tersangka 

atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP a quo diberikan 

berkenaan dengan posisi tersangka atau terdakwa yang sedang berhadapan 

dengan hukum yang kepadanya diancam dengan suatu pidana/akibat hukum 

yang dapat membatasi hak asasi manusianya sehingga tersangka atau terdakwa 

tersebut perlu mempertahankan hak-haknya dan termasuk dalam hal ini 

melakukan pembelaan agar dibebaskan dari perbuatan yang disangkakan atau 
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didakwakan atas dirinya.  

[3.16.2] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan eksistensi saksi, sebagaimana yang 

didalilkan oleh para Pemohon keberadaan Pasal 54 KUHAP menimbulkan 

ketidakpastian hukum karena hak pembelaan hukum hanya ditafsirkan dan 

ditujukan secara limitatif bagi tersangka dan terdakwa saja serta tidak 

mengakomodir saksi dan terperiksa. Terhadap dalil para Pemohon a quo, 

menurut Mahkamah, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara 

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri [vide Pasal 1 

angka 26 KUHAP]. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam 

perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan 

menyebut alasan dari pengetahuannya itu [vide Pasal 1 angka 27 KUHAP]. Oleh 

karena itu, apabila dicermati secara saksama dari terminologi pengertian tentang 

saksi dan keterangan saksi tersebut dapat dimaknai saksi adalah subjek hukum 

atau pihak yang keberadaannya diperlukan untuk memberi keterangan atas 

adanya suatu tindak pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 

yang bersangkutan. Dengan demikian, pemberian keteranganseseorang sebagai 

saksi dalam semua tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan 

peradilan) sesungguhnya secara limitatif dalam perspektif memberi kejelasan 

atas adanya tindak pidana yang disaksikan oleh saksi yang bersangkutan. 

Lebih lanjut, berkaitan dengan saksi, Mahkamah dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang 

pleno terbuka untuk umum pada 8 Agustus 2011, telah memberikan pemaknaan 

saksi yang lebih luas dalam perspektif saksi yang meringankan tersangka atau 

terdakwa (saksi a de charge) dan saksi yang memberatkan tersangka atau 

terdakwa (saksi a charge), Mahkamah berpendirian pada pokoknya, saksi tidak 

hanya yang mendengar, melihat dan merasakan sendiri atas adanya peristiwa 

pidana, akan tetapi menjadi kewajiban penyidik sejak tingkat pemeriksaan 

penyidikan untuk mengakomodir saksi-saksi yang diajukan oleh tersangka atau 

terdakwa sepanjang dapat membantu meringankan kesalahan tersangka atau 

terdakwa. Oleh karena itu, sejak di tingkat penyidikan saksi yang meringankan 

tersangka atau terdakwa meskipun tidak mendengar, melihat dan merasakan 

sendiri atas peristiwa pidana yang bersangkutan, namun apabila sepanjang yang 

didengar, dilihat dan dirasakan dapat memberikan keuntungan bagi tersangka 

atau terdakwa, maka keterangannya dapat dikategorikan sebagai keterangan 

saksi. Dengan demikian, meskipun telah ada pemaknaan yang lebih luas dari 

Mahkamah tentang terminologi saksi dan keterangan saksi sebagaimana yang 

diatur di antaranya dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP, namun dalam 

perspektif untuk dapat atau tidaknya diberikan bantuan hukum oleh 

advokat/penasihat hukum bagi saksi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon 

berkaitan dengan Pasal 54 KUHAP adalah tidak ada relevansinya secara langsung 
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dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perluasan pemaknaan saksi dan 

keterangan saksi tersebut di atas. 

[3.16.3] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon yang 

menyatakan Pasal 54 KUHAP tidak mengakomodir bantuan hukum atau 

pendampingan oleh penasihat hukum/advokat bagi saksi sehingga menimbulkan 

ketidakpastian hukum, menurut Mahkamah kehadiran saksi dalam pemeriksaan 

di semua tingkatan pemeriksaan adalah untuk memberikan kejelasan tentang 

adanya peristiwa pidana. Oleh karena itu, saksi sebagai salah satu alat bukti 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 184 KUHAP mempunyai 

peran yang fundamental untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dan 

siapa pelakunya. Lebih jauh dari itu, atas keterangan para saksilah sesungguhnya 

kesalahan seorang tersangka atau terdakwa dapat dirumuskan oleh penyidik, 

penuntut umum dan pada akhirnya ditentukan oleh hakim. Dengan demikian, 

dari keterangan saksi itu pula pada akhirnya putusan pemidanaan yang berupa 

perampasan kemerdekaan dapat djatuhkan oleh hakim. 

Bahwa mengingat pentingnya keterangan saksi dalam proses pemeriksaan 

perkara pidana maka tatacara pemeriksaan saksi dalam semua tingkat 

pemeriksaan, kecuali pemeriksaan di pengadilan, sebab pemeriksaan saksi di 

pengadilan telah dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, kecuali 

undang-undang menentukan lain, perlu dilakukan secara transparan dan 

mengedepankan asas perlindungan hukum agar saksi selama dalam pemeriksaan 

di depan penyidik maupun penuntut umum dapat memberikan keterangan 

secara bebas yang sebenar-benarnya dan tidak dalam tekanan atau paksaan. 

Sebab, apabila keterangan saksi diberikan dalam keadaan tertekan atau terpaksa 

maka substansi keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dapat menjadikan 

putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim menjadi putusan yang 

mengandung kebohongan dan tipu muslihat yang berujung pada keadilan semu 

(ilusi). Oleh karena itu, urgensi keinginan para Pemohon agar terhadap saksi 

diperlukan adanya pendampingan atau bantuan hukum adalah sebatas agar 

dapat diawasinya proses pemeriksaan saksi oleh penyidik dan penuntut umum 

secara transparan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan saksi secara objektif, hal 

tersebut menjadi substansi yang penting untuk diakomodir dalam KUHAP a quo, 

sepanjang diatur secara khusus pada bab dan atau pasal yang mengatur tentang 

tatacara pemeriksaan saksi dan bentuk perlindungan hukumnya. 

 

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana 

diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, setelah Mahkamah mencermati 

permohonan para Pemohon berkenaan dengan pembelaan terhadap tersangka 

atau terdakwa sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 54 KUHAP juga 

dimasukkan pula pembelaan untuk saksi, dengan cara menyisipkan 

perlindungan hukum untuk saksi agar diperbolehkannya dilakukan bantuan 

hukum atau setidak-tidaknya pendampingan pada saksi pada saat diperiksa oleh 
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penyidik maupun penuntut umum ke dalam Pasal a quo. Namun demikian, 

setelah Mahkamah mencermati pula keberadaan Pasal 54 KUHAP yang secara 

tegas mengatur tentang pembelaan bagi tersangka atau terdakwa yang secara 

sistematika, Pasal 54 KUHAP berada dalam Bab VI yang mengatur tentang 

tersangka dan terdakwa, baik mengenai pemeriksaan terhadap tersangka dan 

terdakwa maupun mengenai hak tersangka dan terdakwa secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, memasukkan pengaturan mengenai hak saksi dalam bab khusus 

terkait tersangka dan terdakwa tersebut, in casu BAB VI KUHAP, justru akan 

membuat substansi, format, dan sistematika KUHAP menjadi tidak jelas dan 

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait materi muatan dari Bab 

VI KUHAP dimaksud. Sebab, pengertian tersangka atau terdakwa mempunyai 

perbedaan yang signifikan dengan pengertian saksi, baik sifat maupun akibat 

yuridis atas jenis dan tatacara pemeriksaan serta jika akan diberikan hak 

perlindungan hukumnya. Dengan demikian, pengaturan saksi yang dijadikan satu 

dengan tersangka atau terdakwa, selain hal tersebut bertentangan dengan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak sejalan dengan asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan.  

 

[3.18] Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan 

hukum tersebut di atas, sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah berkaitan 

dengan dalil para Pemohon yang mendalilkan norma Pasal 54 KUHAP 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan 

ketidakpastian hukum karena hak pembelaan hukum hanya ditafsirkan dan 

ditujukan secara limitatif bagi tersangka dan terdakwa saja serta tidak 

mengakomodir saksi dan terperiksa, penting bagi Mahkamah untuk 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

[3.18.1] Bahwa terlepas dalil para Pemohon mengenai norma Pasal 54 KUHAP 

sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.16] dan 

Paragraf [3.17] di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut terkait 

dengan bantuan hukum ataupun pendampingan bagi saksi yang menurut para 

Pemohon belum terakomodir dalam KUHAP. Terhadap hal tersebut, dapat 

dijelaskan, bahwa KUHAP merupakan salah satu implementasi dari penegakan 

dan perlindungan hak asasi manusia sebagai ketentuan konstitusional dalam 

UUD 1945 sehingga baik tersangka atau terdakwa maupun saksi seharusnya 

mendapatkan hak perlindungan hukum yang sama sesuai sifat dan 

kedudukannya masing-masing. Terlebih, terhadap kedudukan saksi sebagai 

pihak yang berpotensi menjadi tersangka, sepanjang belum dijadikan tersangka 

sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam pemeriksaan harus menerapkan asas 

praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan asas persamaan di 

hadapan hukum (equality before the law). Sehingga, dengan adanya asas-asas 
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tersebut maka pemeriksaan saksi harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

yang semestinya dan tanpa adanya pelanggaran terhadap hak asasi saksi 

dimaksud. Selain itu, sebagai negara hukum, prinsip due process of law sebagai 

perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana 

menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi 

lembaga penegak hukum. Sehingga, perlindungan terhadap saksi dalam ranah 

perlindungan hak asasi manusia sejatinya tidak hanya dilakukan oleh penasihat 

hukum (advokat) saja melainkan juga oleh penegak hukum lainnya sebagai 

representasi kepentingan umum dalam penegakan hukum pidana, in casu 

penegak hukum yang melakukan pemeriksaan baik pada tahap penyidikan 

maupun penuntutan 

[3.18.2] Bahwa perlindungan hukum terhadap saksi, khususnya terkait dengan 

bantuan hukum ataupun pendampingan, yang dilakukan oleh penasihat hukum 

(advokat) tidak dapat disamakan dengan bantuan hukum ataupun 

pendampingan yang dilakukan oleh penasihat hukum (advokat) kepada 

tersangka atau terdakwa, karena saksi belum menjadi subjek hukum yang dapat 

dikenakan tindakan paksa (pro justisia) yang dapat berakibat hukum 

perampasan kemerdekaan atau barang sebagaimana halnya tersangka atau 

terdakwa. Oleh karena itu, bantuan hukum/pendampingan oleh advokat bagi 

seorang tersangka atau terdakwa adalah sebuah keniscayaan, terlebih tersangka 

atau terdakwa diancam dengan ancaman pidana tertentu [vide Pasal 56 KUHAP]. 

Dengan adanya perbedaan tersebut maka dalam memberikan keterangan 

pada tahap pemeriksaan saksi, penasihat hukum (advokat) dapat memberikan 

bantuan hukum kepada saksi, terbatas hanya berupa pendampingan terhadap 

saksi. Hal ini dikarenakan sejatinya saksi berkewajiban untuk memberikan 

keterangan sesuai dengan fakta yang terjadi yang dilihat, dirasakan dan 

dialaminya dalam keadaan bebas tanpa tekanan. Oleh karena itu, kehadiran 

penasihat hukum (advokat) diperlukan untuk memastikan bahwa pemeriksaan 

yang dilakukan terhadap saksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 

memastikan bahwa tidak terjadi intimidasi dan tindakan sewenang-wenang yang 

dilakukan penegak hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran 

terhadap hak-hak saksi sehingga saksi dapat memberikan keterangan dalam 

keadaan bebas dan tenang guna menjadikan suatu perkara pidana menjadi 

terang. Di sisi lain, terhadap penasihat hukum (advokat) yang mendampingi saksi 

dalam proses pemeriksaan tidak boleh memengaruhi saksi dalam memberikan 

keterangan dan harus dalam kerangka menegakkan keadilan secara objektif 

dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan kode etik advokat sebagai salah 

satu unsur penegak hukum. 

[3.18.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Sub-paragraf 

[3.18.1] dan Sub-paragraf [3.18.2] di atas serta untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya intimidasi dan tindakan sewenang-wenang yang dapat melanggar hak 

asasi saksi dan karenanya berpengaruh pada tidak tercapainya tujuan peradilan 
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pidana yaitu memeroleh kebenaran materiil maka ketentuan mengenai saksi dan 

pendampingan saksi harus diatur dalam bab atau sub-bab tersendiri dalam 

KUHAP. Terkait dengan hal tersebut, DPR dalam keterangannya yang 

disampaikan dalam persidangan menyatakan bahwa revisi KUHAP telah masuk 

dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024, Nomor 

Urut 294 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022, bertanggal 14 

Juli 2022, halaman 10] sehingga demi memberikan jaminan perlindungan dan 

kepastian hukum bagi saksi, pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi 

KUHAP penting untuk memasukkan materi mengenai tatacara pemeriksaan saksi 

dan bantuan hukum atau pendampingan bagi saksi dalam satu bab atau sub-bab 

tersendiri.  

 

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 

tersebut di atas, menurut Mahkamah, pendampingan saksi oleh penasihat hukum 

(advokat) dalam pemeriksaan perkara pidana adalah sesuatu yang penting untuk 

diatur, namun materi dimaksud tidak tepat dimuat dalam Pasal 54 KUHAP. 

Karena, Pasal 54 KUHAP khusus mengatur mengenai bantuan hukum bagi 

tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 54 KUHAP 

tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan 

demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk 

seluruhnya. 

 

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih 

lanjut, karena dipandang tidak ada relevansinya 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 

dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 

dalam Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan para 

Pemohon pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 54 UU HAP  

ditolak untuk seluruhnya mengandung arti bahwa ketentuan Pasal a quo tidak 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 
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